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ABSTRAK 
 
 
 
 

 

Nurfitria 8105142691. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bidang 

Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Program studi S1 Pendidikan 

Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Maret 2018. 

 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Praktikan melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan UKM pada Bidang Koperasi. Beralamat di 

Gedung Pemerintah Kota Bekasi, Jl. Jendral Ahmad Yani No.1 Lantai 9. Telp : 

 
1. 88961767. Pelaksanaan PKL berlangsung selama satu bulan terhitung sejak 

hari Senin, 22 Januari 2018 – Rabu, 21 Februari 2018 dengan jam kerja sebanyak 

5 hari kerja yaitu pada hari Senin – Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. 

Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan PKL antara lain: 

menginput data laporan keuangan koperasi dari laporan pertanggungjawaban, 

membuat nota dinas, membuat softcopy rencana kerja, notulensi, akta pendirian, 

dan kertas kerja penilaian kesehatan koperaasi, serta menginput data laporan 

keuangan untuk LPDB. Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan 

memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang 

dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL. 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

A. Latar Belakang PKL 

 

Di era globalisasi yang semakin maju, terjadi berbagai perkembangan disiplin 

bidang ilmu baik itu di bidang ekonomi, sosial ataupun budaya. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari adanya globalisasi, membuat 

generasi muda harus dapat membuka diri terhadap lingkungan juga menuntut para 

generasi muda untuk menghadapi segala perubahan yang ada. 

 
Ilmu pengetahuan didapatkan dari pendidikan. Sejatinya, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat.
1 

 
Fungsi dan tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2 

 
 
 

1
Kemenag.go.id/file/dokumen/uu2003, hal.1 

 
2
Ibid, hal.3 
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Sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya, Universitas 

Negeri Jakarta melibatkan instansi-instansi lain untuk bekerjasama. Salah satu 

bentuk kerjasama yakni adanya program Praktek Kerja Lapangan (PKL) guna 

mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. PKL menjadi kesempatan 

mahasiswa untuk mengimplementasikan teori dan praktik yang didapat selama 

berada di perkuliahan ke bidang kerja setiap program studi yang berbeda. 

 
Diharapkan mahasiswa juga mampu untuk melatih diri beradaptasi, 

berkomunikasi dengan baik, dan menganalisa situasi di lingkungan kerja. Praktikan 

memilih untuk melaksanakan PKL di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pemerintah Kota Bekasi, sesuai program studi Pendidikan Ekonomi dengan 

konsentrasi Koperasi. Pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi 

daerah hendaknya selalu berada di depan dalam arti memberikan pengarahan dan 

perencanaan pembangunan daerah
3
, karena itu praktikan ingin dapat memahami dan 

melihat langsung bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mengupayakan 

pembangunan ekonomi lewat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. 

 
Kegiatan PKL juga diharapkan dapat memberikan feedback yang baik 

terhadap Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Bekasi. 

 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 
 

 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maka pelaksanaan 

PKL dimaksudkan untuk: 

 

2. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan Program Studi Pendidikan 

Ekonomi dengan Konsentrasi Koperasi. 

 

 
3
Suparmoko, Ekonomi Publik (Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah), (Yogyakarta: ANDI, 2002), p. 109 
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10. Memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam dunia kerja. 

 
11. Melatih sikap profesionalitas yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. 

 

12. Mempelajari penerapan ilmu dibidang perkoperasian dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

 
13. Membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku 

perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata. 

 
14. Menjalin relasi yang baik antara mahasiswa dengan instansi terkait 

 

 

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan Praktek 

Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Bekasi sebagai berikut: 

 

 Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja koperasi yang ada di 

Dinas Koperasi dan UKM dengan melakukan pengamatan secara langsung 

kepada kegiatan yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di 

perkuliahan. 

 
 Untuk mengenal lingkup kerja secara langsung dan menambah 

pengalaman dalam dunia kerja. 

 
 Untuk melatih praktikan dalam hal manajemen waktu, kemampuan 

beradaptasi, disiplin dan profesional dalam mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan. 

 
H. Kegunaan PKL 

 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan memberikan 

 

hasil yang positif bagi praktikan, bagi Fakultas Ekonomi, serta bagi instansi 

tempat praktik antara lain sebagai berikut: 
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4. Bagi Praktikan 

 

a) Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dengan 

mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dengan 

dunia kerja secara nyata. 

 
b) Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di 

perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum 

diperoleh dari pendidikan formal. 

 
c) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa menjadi lulusan professional 

ketika terjun di dunia kerja. 

 
5. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

 

a) Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ 

dengan instansi Pemerintah atau swasta dimana mahasiswa ditempatkan. 

 
b) Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum agar sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan dunia 

industry dan masyarakat, sehingga FE UNJ dapat mencetak lulusan yang 

kompeten dalam dunia kerja. 

 
c) Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi di dunia kerja 

 
6. Bagi Instansi 

 

a) Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu 

yang ditentukan. 
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b) Menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruan tinggi, 

serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat. 

 

 

I. Tempat PKL 

 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di salah satu 

Dinas Pemerintah Kota. Berikut ini merupakan data informasi instansi tempat 

pelaksanaan PKL, 

 
Nama Instansi : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah 

 Kota Bekasi 

Alamat : Gedung Pemerintah Kota Bekasi, Jl. Jendral Ahmad Yani 

 No.1 Lantai 9 

No.Telepon : 021 88961767  

Bagian Tempat PKL : Bidang Koperasi 

Website : www.dkukm.bekasi.go.id 
    

 
 
 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

 

1. Tahap Persiapan 

 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 

instansi/perusahaan yang sesuai dengan bidang kuliah praktikan yang menerima PKL. 

Setelah menemukan instansi/perusahaan yang sesuai praktikan meminta surat 

pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada pihak 

BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas 

http://www.dkukm.bekasi.go.id/
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Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja 

Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut dilakukan pada awal bulan Januari 2018, 

surat pengantar tersebut Praktik berikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM 

Pemerintah Kota Bekasi melalui persuratan. 

 
Kemudian sekitar tanggal 17 Januari 2018 kami mendapat jawaban atas 

pengajuannya yang menyatakan bahwa Instansi/perusahaan mengizinkan 

praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

2. Tahap Pelaksanaan 
 

 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 

(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2018 s.d 21 Februari 2018 . Jam 

kerja mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Pemkot 

Bekasi yakni setiap hari senin hingga jumat pukul 8.00 WIB hingga pukul 16.00 

WIB. 

 

3. Tahap Pelaporan 
 

 

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 

Februari hingga bulan Maret 2018. Penulisan dimulai dengan mencari data – data 

yang dibutuhkan Dalam pelaporan PKL, kemudian pelaksanaan wawancara 

dengan narasumber, Kemudian data – data tersebut diolah dan diserahkan sebagai 

laporan Praktik Kerja Lapangan 
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BAB II 
 

 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
 
 

 

A. Gambaran Umum 
 

 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di setiap pemerintahan daerah 

termasuk ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 

SKPD), yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun 

kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu: 

 

c. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD 

dalam lima tahun kedepan; 

 
d. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

 

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang 

lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat 

daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi 

(UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32/2004 ini 

meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

keragaman dan potensi daerah. 

 

Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Bekasi yang bertempat di  Jl. 

 

Jendral Ahmad Yani No.1 Lantai 9 memiliki landasan hukum diantaranya: 
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817) 

 

VISI 

 

“ Maju dalam Bidang Koperasi dan UKM untuk meningkatkan perekonomian 

 

Kota Bekasi “ 

 

MISI 

 

a) Mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai pelaku utama ekonomi 

dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis ekonomi kreatif . 

 
b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian peluang dan kepastian 

berusaha. 



9 
 
 
 
 
 

 

c) Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat. 

 
d) Menciptakan dan mengembangkan SDM, sarana prasarana teknologi, 

permodalan, jejaring usaha, kemitraan, perluasan akses pemasaran, manajemen, 

dan organisasi Koperasi dan UKM. 

 
e) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan wirausaha baru dan 

diversifikasi usaha. 

 

TUJUAN 

 

Sebagai penjabaran dari visi-misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi 

maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2013-2018 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengembangan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung 

pengembangan pelaku usaha; 

 
2. Peningkatan pelayanan prima yang cepat tepat dan akurat; 

 

3. Peningkatan produktivitas dan kemampuan SDM usaha mikro; 

 

4. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk 

KUKM; 

 
5. Penumbuhan wirausaha baru yang inovatif; 

 
 
 

 

STRATEGI 

 

Adapun strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi untuk periode lima 

tahun yang akan datang (2013-2018) sebagai berikut: 

 

a. Pengembangan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia 

pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas 
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Koperasi dan UKM Kota Bekasi; 

 

b. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik 

dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam 

negeri maupun luar negeri; 

 
c. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia 

usaha termasuk pihak perbankan; 

 
d. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai 

tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa 

kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi; 

 
e. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-

insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam 

pengurusan sertifikat halal; 

 
 

 

B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM 
 

 

Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris Dinas, dan tiga bidang 

(struktur organisasi terlampir). Adapun detail sebagai berikut: 

 

Kepala Dinas yang membawahi : 

 

1. Sekretariat, membawahi : 

 
a. Sub Bagian Tata Usaha 

 
b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 

 
2. Bidang Koperasi, membawahi : 
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a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi; 

 

b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta Promosi 

c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi. 

 
3. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, 

membawahi : 

 
a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM 

 

b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UMKM; 

 

c. Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM. 

 

4. Bidang Usaha Non Formal, membawahi : 

 

a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal 

 

b. Seksi Penataan Usaha Non Formal 

 

c. Seksi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Non Formal 
 
 
 

 

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang 

meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan 

pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai 

fungsi : 

 

a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 
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b. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai 

lingkup bidang tugasnya; 

 
c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK); 

 
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi 

 

kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber 

 

daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu : 

 

1. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , 

penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan 

lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi. 

 
2. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, 

pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan 

usaha koperasi; 

 
3. Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya 

inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan 

lembaga koperasi. 

 
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD 

terkait. 

 
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya. 

 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas. 

 
g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 
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GAMBAR II.1 
 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM 
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C. Sumber Daya Manusia 

 

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah 

Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi 

berjumlah 54 orang terdiri dari 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 Tenaga 

Kontrak kerja (TKK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah 

lanjutan Tingkat Atas ( SLTA) sampai Strata 2. 

 
 

 

 GOLONGAN    

     Total 

Bidang  IV III II  

      

Sekretriat  3 6 3 12 

      

Koperasi  2 9 - 11 

UKM  2 6 - 8 

Non Formal  2 4 1 7 

      

Jumlah  9 25 4 38 

      
 

 

TABEL II.1 
 

Daftar Pegawai berdasarkan Golongan 
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BAB III 
 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 
 

 

A. Bidang Kerja 
 

 

Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Bekasi, praktikan ditempatkan di Bidang Koperasi dengan kepala 

bidangnya adalah pak Drs. Jainuddin Sitanggang, MM. Praktikan mendapatkan 

bimbingan dari pak Drs. Rustadi, M.Si yang menjadi kepala seksi Pengembangan, 

Pembiayaan, dan Pemasaran serta Promosi Koperasi. 

 

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

bidang koperasi mempunyai tugas membantu kepala dinas melalui 4 seksi yang 

ada dengan tugas yang berbeda. 

 

Adapun lingkup kerja di masing-masing seksi: 
 

 

1. Seksi Kelembagaan, Perlindungan, dan Penyuluhan Koperasi yang 

memiliki tugas; 

 
a. merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan koperasi mulai dari 

pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan 

pembubaran koperasi. 

 
b. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintahan. 

 

2. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran serta Promosi Koperasi 

yang memiliki tugas; 
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a. mengelola data potensi pengembangan dan pembiayaan koperasi 

 
b. menyiapkan konsep naskah dinas 

 

c. memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama usaha teknologi pada 

koperasi, nilai tambah koperasi, daya saing produk koperasi, dan 

inovasi koperasi 

 
d. melaksanakan penyertaan modal koperasi 

 

3. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi yang memiliki 

tugas; 

 
a. Melaksanakan verifikasi dana analiss penilaian kesehatan koperasi 

 

b. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam pola 

konvensional/syariah 

 
c. Melaksanakan pengolaham data dan informasi meliputi penilaian 

kesehatan koperasi 

 
d. Melaksanakan pengawasan rutin berkala terhadap koperasi (kepatuhan, 

kelembagaan, dan usaha) 

 
e. Melaksanakan fasilitasi audit finansial koperasi 

 

 

Berikut adalah bidang kerja yang dilakukan praktikan selama berada di Dinas 

Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Bekasi dalam jangka waktu perminggu: 

 

Waktu Deskripsi Kegiatan 

  

Minggu Pertama Praktikan selama minggu pertama mendapatkan tugas: 

 -Memperkenalkan diri kepada seluruh unit yang ada di 

 Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Bekasi 
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 -Mempelajari struktur organisasi Dinas Koperasi dan 

 UKM 

 -Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

 (Musrenbang)  di  Kelurahan  dalam  wilayah  Kota 

 Bekasi 

 -Mencatat notulensi hasil Musrenbang. 

 -Mempelajari tata acara pendirian koperasi 

 -Membuat format notulen rapat pendirian koperasi dan 

 akta pendirian koperasi dalam bentuk soft copy. 

  

Minggu Kedua -Membuat nota dinas 

 -Mengeprint nota dinas 

 -Membantu menginput hasil Laporan Keuangan 

 -Koperasi-koperasi di wilayah kota Bekasi 

 -Membuat format Kertas Kerja Penilaian Kesehatan 

 KSP dan USP koperasi (bentuk excel dan word) 

 -Memprint out Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP 

 dan USP Koperasi 

 -Mengirimkan formulir pengajuan NIK 

 -Membuat desain Backdrop acara Bazar 

  

Minggu Ketiga -Membuat format Rencana Kerja Koperasi 

 -Membuat desain spanduk acara Bazar 

 -Menginput hasil laporan keuangan Koperasi 

 -Membuat desain brosur acara Bazar 
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-Membuat kusioner online menggunakan google form 

untuk survey Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi dan 

UKM 

 
Minggu Keempat -Menulis surat balasan dari Dinas Koperasi dan UKM 

 

yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi 

 

-Menginput  data  keuangan  Koperasi  Konvensional 

 

untuk LPDB 

 

-Membuat desain backdrop acara Ramadhan di 

Walikota Bekasi 

 
 

TABEL III.1 
 

Deskripsi Kegiatan Mingguan Selama PKL 
 
 
 
 

 

B. Pelaksanaan Kerja 
 

 

1. Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

Kalibaru 

 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur 

dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan 
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Daerah (Bappeda). Musrenbang terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat, 

yaitu: 

 

a. Musrenbang Nasional; 
 
 

b. Musrenbang Provinsi 
 
 

c. Musrenbang Kota/Kabupaten 
 
 

d. Musrenbang Kecamatan 
 
 

e. Musrenbang Kelurahan/Desa 
 

 

Musrenbang dihadiri oleh perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, 

ketua RT, ketua RW, dan kepala keluarga di kelurahan tersebut), wakil daerah 

(DPD), dan pemerintah kota (disyaratkan minimal 1 perwakilan dari masing-

masing dinas). Praktikan menyertai ibu Mahyati dari seksi Kelembagaan Dinas 

Koperasi dan UKM pemkot bekasi untuk membantu membuat notulensi beserta 

dokumentasi. Dalam Musrenbang, sebelumnya telah diambil data untuk setiap 

kelurahan berupa kondisi fisik, sosial, dan ekonomi beserta daftar usulan prioritas 

dari setiap RT. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Musrenbang adalah 

mengetahui usulan prioritas di bidang ekonomi seperti masyarakat mengusulkan 

untuk diberikan modal usaha koperasi dan pelatihan usaha, kemudian Dinas 

Koperasi dan UKM akan menyetujui dan memberikan masukan. 
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GAMBAR III.1 
Situassi Musrenbang dan Usulan Prioritas 

 
 
2. Mempelajari tata cara pendirian koperasi 

 

Praktikan diminta untuk mempelajari tata cara pendirian koperasi oleh pak 

Drs. Nanan Erisdian yang menjabat sebagai kepala seksi Kelembagaan, 

Perlindungan, dan Penyuluhan Koperasi. Untuk mendirikan sebuah koperasi, 

masyarakat memiliki acuan pada 3 hukum Negara yakni: 

 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

 

b. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 01 tahun 2006 tentang “petunjuk pelaksanaan pembentukan, 

pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi” 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang “persyaratan dan 

tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar 

koperasi” 

 

Adapun Koperasi Primer dapat dibentuk sekurang-kurangnya dengan 20 

anggota di awal, sementara Koperasi Sekunder dibentuk dari sekurang-kurangnya 

3 koperasi. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan adanya akta pendirian yang 

memuat Anggaran Dasar. Peran Seksi Kelembagaan, Perlindungan, dan 

Penyuluhan Koperasi yakni menyertai pendirian koperasi dimulai dari rapat 

pendiri hingga meneruskan permintaan tertulis pendirian koperasi kepada 

Kementerian Koperasi serta memberikan pelatihan kepengurusan koperasi. 

 

Setelah memahami tata cara pendirian koperasi, praktikan diminta. 

Kemudian men scan hasil Berita Acara rapat salah satu Koperasi di Kota Bekasi. 

Serta membuat format dokumen yang bersangkutan dengan pendirian koperasi 

yakni notulen rapat pendirian koperasi dan akta pendirian koperasi dalam bentuk 

soft copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAMBAR III.2 
 

Notulen Rapat dan Akta Koperasi 
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3. Membuat nota dinas memakai kop surat Dinas Koperasi dan UKM 

 

Setiap orang yang bekerja di kedinasan dan melaksanakan tugas lapangan 

harus membuat nota dinas. Dalam hal ini praktikan diminta untuk membuat 

beberapa nota dinas pegawai yang telah mengikuti Musrenbang dan Rapat 

Anggota Tahunan Koperasi. Nota dinas berisi hasil kesimpulan yang terjadi di 

lapangan (dapat dengan lampiran data) dan saran yang dapat dilakukan oleh 

Kepala Dinas Koperasi-UKM untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. 

Nota dinas sebelumnya telah dibuat oleh masing-masing pegawai berupa draft 

yang ditulis secara manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAMBAR III.3 
 

Bentuk Nota Dinas 
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4. Menginput data keuangan dari laporan pertanggung jawaban koperasi di 

 

wilayah Kota Bekasi 
 

 

Seluruh koperasi resmi yang terdaftar di Kementerian Koperasi wajib 

membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan dan mengirimkannya kepada 

Dinas Koperasi daerah masing-masing, untuk kemudian diolah menjadi data. Data 

tersebut kemudian dapat menunjukkan klasifikasi koperasi yang sehat hingga 

kritis. Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Bekasi juga memberikan apresiasi 

terhadap koperasi berprestasi. 

 

Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Koperasi berisi: 
 

 

a. Gambaran Umum Koperasi 

 
b. Susunan Acara Rapat Anggota 

 
c. Notulen dan Keputusan RAT Koperasi 

 
d. Tata Tertib RAT 

 
e. Laporan Keuangan Koperasi 

 
f. Pemeriksaan Pengawas Buku 

 
g. Rencana Kerja Tahun berikutnya 

 

 

Dalam bidang kerja ini, praktikan diminta menginput data keuangan dari 

laporan pertanggung jawaban koperasi dalam bentuk soft copy. Adapun data yang 

diambil mencakup jumlah simpanan, total asset dan sisa hasil usaha. 
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GAMBAR III.4 
 

Salah Satu Laporan Pertanggungjawaban Koperasi 
 
 

 

4. Membuat format kertas kerja penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi 
 

 

Untuk dapat menilai Kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP 

(Unit Simpan Pinjam) di Wilayah Kota Bekasi, pemkot memerlukan indikator 

yang tertulis di dalam kertas kerja penilaian Kesehatan Koperasi. Praktikan 

diminta oleh pak Nelson yang menjabat sebagai kepala Seksi Penilaian, 

Pengawasan dan Penindakan Koperasi untuk membuat format kertas kerja 

penilaian kesehatan koperasi dalam bentuk soft copy (excel) dan hard copy yang 

dapat langsung diinput data setelahnya. 

 

Adapun aspek yang dinilai dalam kertas kerja penilaian kesehatan koperasi: 
 

 

a. Permodalan (Capital) 
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b. Kualitas Aktiva Produktif 

 
c. Manajemen: umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas 

 
d. Efisiensi Koperasi 

 
e. Likuiditas Koperasi 

 
f. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi 

 
g. Jati Diri Koperasi 

 

 

Masing-masing aspek memiliki bobot sendiri yang akan menentukan 

kesehatan KSP dan USP. Dalam hal ini, aspek permodalan memiliki bobot 

terbesar dari aspek lainnya. 
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GAMBAR III.5 
 

Kertas Kerja Penilaian Koperasi 

 

5. Mengirimkan formulir pengajuan NIK (nomor induk koperasi) 
 

 

Pada minggu kedua, Dinas Koperasi dan UKM mendapat tamu 

sekelompok pengurus koperasi yang telah dinonaktifkan untuk mendirikan 

kembali koperasi tersebut. Pendirian kembali koperasi tersebut membutuhkan 

NIK dan Dinas Koperasi UKM membantu dalam pengajuan NIK tersebut. Adanya 

NIK adalah bertujuan unutk menertibkan koperasi-koperasi di Indonesia. 

Praktikan diminta untuk mendownload formulir pengajuan NIK dari website 

resmi https://nik.depkop.go.id/ kemudian mengirimkannya kepada pengurus 

koperasi yang bersangkutan melalui email. 

https://nik.depkop.go.id/
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GAMBAR III.6 
 

Form PengajuanNIK Koperasi 
 
 

 

6. Membuat format rencana kerja koperasi dan menginput data 
 

 

Setiap koperasi diwajibkan untuk membuat rencana kerja koperasi satu 

tahun ke depannya. Dengan adanya rencana kerja, koperasi dapat mencapai tujuan 

serta mencapai perkembangan. Dari aspek perencanaan menurut pasal 33 UU-RI 

no 17/2012 tentang Perkoperasian , menyebutkan bahwa “Rapat Anggota 

menetapkan Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Koperasi” . Ini berarti bahwa tim manajemen koperasi wajib menyusun RK 

tersebut kemudian diputuskan dan disahkan dalam Rapat Anggota. 

 

RK dapat di definisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang atas hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan 
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datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada suatu periode 

tertentu
4
. RK memiliki fungsi diantaranya sebagai alat perencanaan (tidak ada 

kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan), pedoman pelaksanaan, dan alat 

pengendalian/ pengawasan). Praktikan membuat format rencana kerja dalam 

bentuk softcopy dan menginput rencana kerja dari data yang ada didalam LPJ 

masing-masing koperasi. 

 
 
 

 

7. Membuat kusioner online menggunakan google form untuk survey Kualitas 

 

Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 
 

 

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan, Dinas Koperasi 

dan UKM diharuskan melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kualitas pelayanan Dinas Koperasi dan UKM. Dalam hal ini, seksi 

Pengembangan, Pembiayaan, dan Pemasaran serta Promosi Koperasi menyusun 

beberapa pertanyaan dalam satu kuesioner sebagai instrumen survey tersebut. 

Namun masalah yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan tenaga yang 

diperlukan untuk menyebarkan kuesioner kepada para pelaku koperasi (pengurus 

dan pengawas) di wilayah Kota Bekasi. Maka praktikan berinisiatif untuk 

membuat kuesioner online dengan google form. Kuesioner dapat diakses dengan 

mudah melalui link https://bit.ly/SURVEYDISKOP 

https://bit.ly/SURVEYDISKOP
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8. Menulis surat balasan yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan 

 

menginput data keuangan 
 

 

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian 

 

Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain 

berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan 

KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM di tetapkan oleh LPDB-

KUMKM. Koperasi di wilayah Kota Bekasi juga memiliki hak untuk 

mendapatkan dana bergulir tersebut dengan persyaratan harus memiliki kriteria 

yang telah ditentukan. Peran Dinas Koperasi adalah menyeleksi koperasi yang 

dapat bertanggungjawab mengelola dana bergulir. 

 

Setelah dana diberikan kepada para pelaku Koperasi dan UMKM, dinas 

koperasi turut serta melakukan monitoring. Hasil monitoring tersebut salah 

satunya adalah data keuangan koperasi. Dalam bidang ini, praktikan mendapatkan 

tugas untuk menginput data keuangan koperasi-koperasi konvensional yang ada di 

wilayah Kota Bekasi ke dalam form yang telah ada. Data tersebut diinput secara 

bertahap karena laporan keuangan masing-masing koperasi masuk di tanggal yang 

berbeda-beda. 
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GAMBAR III.7 
 

Data LPDB Koperasi 
 
 
 
 

 

9. Membuat desain-desain untuk kepentingan acara Diskop-UMKM 
 

 

Dalam bidang kerja ini praktikan diminta untuk membuat desain acara 

Diskop UKM. Keterampilan mendesain praktikan dapatkan saat mengikuti mata 

kuliah Aplikasi Komputer Lanjutan. Software yang digunakan oleh praktikan 

adalah Adobe Photoshop CS 6 Portable. Desain yang dibutuhkan diperuntukkan 

untuk spanduk, backdrop, dan brosur dalam kegiatan Bazar. 
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GAMBAR III.8 
 

Desain Acara Koperasi dan UKM 
 
 
 
 
 

 

C. Kendala yang Dihadapi 
 

 

1) Kendala yang dihadapi praktikan 
 

 

Selama menjalani praktek kerja lapangan di Dinas Koperasi dan UKM di 

Kota Bekasi, praktikan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik 

 
meskipun terdapat sedikit kendala yang dihadapi yakni tidak adanya pembagian 

tugas di salah satu seksi dari 3 seksi yang ada di Dinas Koperasi. Meskipun 

praktikan dibimbing oleh kepala seksi Pengembangan, Pembiayaan, dan 
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Pemasaran serta Promosi Koperasi, tetapi tetap menjalankan tugas dari 2 seksi 

lainnya. Hal ini membuat praktikan mengerjakan tugas yang berbeda setiap 

harinya. Namun secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti, karena adanya 

bimbingan dan penjelasan dari masing-masing seksi. Selain itu praktikan 

mendapat ilmu baru tentang perkoperasian dan peran pemerintahan daerah serta 

mendapat kesempatan untuk memperluas jaringan di bidang perkoperasian. 

 

2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM 
 

 

Sumber daya manusia adalah hal utama dalam peningkatan kualitas dan 

pelayanan. Dinas Koperasi dan UKM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dimiliki sebagai sumber daya memiliki kendala minimnya kemampuan 

dalam menggunakan IT (informasi teknologi) yang seharusnya dapat menunjang 

kerja. Serta kurang tertibnya beberapa SKPD dalam menepati jadwal masuk kerja. 

 
 
 

 

D. Cara Mengatasi Kendala dalam Praktik Kerja Lapangan 
 

 

1) Mengatasi kendala yang dihadapi praktikan 
 

 

Cara mengatasi masalah yang dihadapi adalah dengan bertanya dan meminta 

penjelasan atas setiap tugas yang diberikan. Bertanya merupakan salah satu bentuk 

komunikasi. Menurut Sedarmayanti, komunikasi adalah penyampaian pendapat, 

pesan, atau lambang yang mengandung pengertian bagi antar perorangan atau 

golongan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan memudahkan praktikan dan 

membuat relasi yang baik dengan para pegawai Dinas Koperasi dan UKM. 
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Selain itu tugas yang berbeda setiap harinya memiliki nilai lebih yakni praktikan 

lebih banyak belajar dan tidak merasa jenuh. 

 

2) Mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM 
 

 

Manusia sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas dan 

pelayanan Dinas Koperasi dan UKM. Program adalah salah satu alat SDM 

terpenting untuk mendorong perilaku karyawan yang menguntungkan dan 

menghambat yang tidak diinginkan
5
. Untuk mengatasi ketidakdisiplinan yang 

terjadi di Dinas Koperasi, diadakan peraturan baru oleh Pemerintah Kota Bekasi 

sebagai program mendisiplinkan karyawan. Salah satu bentuk peraturannya adalah 

membuat absen kehadiran dengan sanksi-sanksi yang diberikan sesuai dengan 

waktu keterlambatan. Sanksi tersebut diantaranya pemotongan gaji harian 

karyawan. Peraturan ini efektif untuk membuat karyawan hadir tepat waktu. 

Kemudian dibutuhkan pelatihan untuk mengatasi minimnya keterampilan 

karyawan menggunakan IT. Dalam masalah ini, selama praktikan bertugas juga 

membantu karyawan di Dinas Koperasi dan UKM untuk bisa menggunakan IT. 

 
 
 

 

E. Analisis Ekonomi dan SWOT Dinas Koperasi 
 

 

A. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi 

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Melakukan pembinaan 

terhadap usaha skala mikro dan koperasi. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan 
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UKM juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah koperasi. Untuk koperasi, data 

terakhir pada tahun 2017 tercatat ada 819 koperasi dengan pertumbuhan sebesar 

9.8% dibanding tahun sebelumnya. 

  

   Kekuatan (Strength)      Kelemahan (Weakness)   

              

  •  Visi dan Misi yang jelas;    • Profesionalisme aparatur yang   

          

  • Jumlah SDM Dinas  Koperasi   kurang optimal.   

   

yang memadai; 

        

      • Kurangnya kemampuan SDM dalam   

  

• Kualitas dan pengalaman SDM 
    

      menggunakan informasi dan   

   yang mumpuni dalam     teknologi   

   
perkoperasian 

         
       • Kurangnya sosialisasi kepada   
           

  
• Pekerjaan  lapangan  yang rutin 

    
      generasi muda untuk menumbuhkan   
             

   dilakukan untuk monitoring dan     semangat perkoperasian   
             

   

pelatihan  Koperasi  di  Wilayah 

     

   • Dana operasional untuk Dinas   

   Kota Bekasi       
Koperasi yang terbatas 

 
            
               

• Sarana / prasarana yang memadai 
 
 
 
 
 
 

 

Peluang (Opportunities) Hambatan (Treats) 

  

• Respon positif masyarakat • Pengaruh globalisasi; 

 terhadap kebijakan Pemerintah; • Semakin pesatnya perkembangan 

• Jumlah binaan yang cukup besar  pusat  –  pusat  perdagangan  di 
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 baik itu usaha mikro dan koperasi   Kota  yang berbatasan dengan 

• Semakin meningkat minat   Kota Bekasi;   

 masyarakat untuk   melakukan  • Tingginya selektifitas produk 

 transaksi di Kota Bekasi;    yang digunakan;  

• Pertumbuhan  koperasi aktif  di  • Tingginya tingkat   persaingan 

 Kota  Bekasi  sebesar  1%  per   usaha.   

 tahun;        

         

   TABEL III.2     

  Analisis SWOT Dinas Koperasi   
 
 
 

 

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Bidang Koperasi dalam 

mengembangkan koperasi di Kota Bekasi antara lain lemahnya kelembagaan 

koperasi dimana banyak koperasi yang belum memiliki badan hukum, dari 819 

Koperasi yang ada, baru 497 koperasi yang memiliki NIK di Kementerian 

Koperasi dan UMKM (data bersumber dari Kementerian Koperasi dan UMKM). 

Selain itu masih rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, 

pengurus maupun anggota koperasi. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat 

partisipasi anggota usaha koperasi sehingga banyak tercatat koperasi yang 

memiliki badan hukum namun ternyata tidak aktif, dan masih rendahnya 

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh koperasi aktif. 

 
Namun dibalik tantangan yang dihadapi ada peluang pengembangan koperasi 

antara lain tingginya dukungan politik baik itu dari masyarakat, pemerintah daerah, 

maupun lembaga legislatif (DPRD), koperasi dipercaya sebagai 
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lembaga pembangun ekonomi rakyat dan juga penggerak perekonomian daerah. 

Selain itu bila diperkuat maka permodalan koperasi dapat didorong sebagai 

kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Bila dilihat lebih luas lagi dengan adanya 

globalisasi ekonomi kuatnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan 

APEC-dapat menciptakan peluang baru bagi peningkatan peran koperasi sebagai 

penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agro industri, 

ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru. 

 

Berdasarkan analisis diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi oleh Dinas Koperasi, yaitu: 

 
1. SDM Pembina koperasi masih kurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 

 

2. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi, 

 

3. Masih rendahnya akses koperasi terhadap teknologi, 

 

4. Masih terbatasnya akses koperasi terhadap sumber daya produktif, 

 

5. Terbatasnya jejaring usaha koperasi. 

 

Terdapat 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini telah 

menggambarkan outcome yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi yaitu: pertumbuhan koperasi dan 

peningkatan koperasi aktif. 

 
Untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh koperasi di Wilayah Kota 

Bekasi, tentunya harus diadakan perbaikan mulai dari internal Dinas Koperasi terlebih 

dahulu. Setiap orang di dalam sebuah organisasi memiliki kelebihan dan 

kewenangannya masing-masing untuk menentukan sebuah keputusan
6
. Hampir 
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seluruh pegawai yang bekerja di bidang koperasi memiliki pengalaman puluhan 

tahun di bidang perkoperasian, namun perkembangan teknologi yang semakin 

cepat dapat menjadi hambatan untuk mereka jika tidak dapat memanfaatkannya. 

Maka kelebihan dari pegawai yang berpengalaman tersebut harus diimbangi 

dengan adanya koordinasi dengan generasi muda yang melek teknologi. Dengan 

demikian dapat membantu mensosialisasikan koperasi di era globalisasi, 

memudahkan akses produk/sumber daya produksi koperasi, dan produk koperasi 

siap bersaing memasuki pasar yang lebih luas. 

 

Perubahan human capital menjadi sumber daya utama dalam organisasi 

pemerintahan, asset terpenting dari human capital adalah skill dan pengetahuan
7
. 

Maka pemerintahan daerah perlu untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan 

skill dan pengetahuan para pegawainya. Individu dengan nilai dan kemampuan 

lebih dapat mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah Analisis Kerja Organisasi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Hal G. Rainey, 2009:21 
 
 
 
 
 

 
7
Ibid, p.244 
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BAB IV 
 

 

KESIMPULAN 
 
 
 

 

A. Kesimpulan 
 

 

Praktek Kerja Lapangan menjadi salah satu bentuk wadah bagi mahasiswa 

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di kelas selama perkuliahan. Maka 

praktikan sebagai mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah 

mendapatkan ilmu perkoperasian menggunakan kesempatan praktek kerja 

lapangan untuk mengaplikasikannya ketika berada di lingkungan kerja Dinas 

Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Bekasi. 

 
Selama bekerja dalam kurun waktu 1 bulan di Dinas Koperasi dan UKM, 

praktikan mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat diantaranya: 

 
1. Mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, sopan, dan 

santun terhadap seluruh pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan UKM. 

Bertanya dan menyatakan pendapat dalam perihal pekerjaan ataupun 

beradaptasi di lingkungan yang baru. 

 
2. Melatih diri untuk bekerja secara disiplin dan professional. Dimana selama 

1 bulan praktikan mengikuti jadwal kerja bagi pegawai negeri sipil yakni 

pukul 08.00-16.00 WIB di hari Senin hingga Jum’at. Selama bekerja 

praktikan dilatih untuk mengerjakan tugas dengan cepat dan tepat, 

meskipun masih melakukan sedikit kesalahan. 
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3. Mendapatkan ilmu tentang perkoperasian yang tidak didapatkan di dalam 

perkuliahan, sebagai contoh pengukuran efisiensi koperasi dalam menilai 

kesehatan koperasi. Serta memahami peran Dinas Koperasi dan UKM dalam 

mendorong pertumbuhan koperasi dan kualitas koperasi di Wilayah Kota 

Bekasi. 

 
4. Mengembangkan keterampilan yang dimiliki khususnya Informasi Teknologi 

untuk menunjang pekerjaan. 

 

 

B.  Saran 
 

 

Pengalaman dan ilmu yang didapatkan praktikan selama bekerja di Dinas 

Koperasi dan UKM semoga dapat bermanfaat khususnya untuk praktikan lain yang 

akan melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah 

Kota Bekasi. Sebagai bentuk timbal balik dalam praktek kerja lapangan, berikut saran 

yang dapat diberikan dan semoga dapat dijadikan pertimbangan untuk peningkatan 

kualitas Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Bekasi: 

 
a. Dibutuhkan pelatihan khusus dalam menggunakan informasi dan teknologi 

untuk menunjang pekerjaan SKPD Kota Bekasi 

 
b. Perbaikan website Dinas Koperasi dan UKM supaya dapat lebih mudah 

diakses oleh masyarakat 

 
c. Mengadakan acara yang diperuntukan koperasi-koperasi di Wilayah Kota 

Bekasi supaya dapat menambah semangat berkoperasi masyarakat. 
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LAMPIRAN 1 
 

 

Laporan Kegiatan harian Praktik Kerja Lapangan 
 

 

22 Januari- 21 Februari 2018 
 
 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

   

1 Senin/ 22 januari -Bertemu  dengan  Pak  Rustadi  sebagai  kepala  bagian 

 2018 Pengembangan, Pembiayaan, dan Pemasaran serta Promosi 

  Koperasi 

  -Penempatan di Bagian tersebut dan menunjukkan meja kerja 

  -Diperkenalkan kepada seluruh karyawan di 3 bagian yang ada 

  dalam bidang Koperasi 

  -Mempelajari  struktur  organisasi  Bidang  Koperasi  beserta 

  tugas-tugasnya 

   

2 Rabu/ 24 Januari -Mengikuti Musrenbang di Kelurahan Kalibaru, Bekasi 

 2018 -Mencatat notulensi hasil Musrenbang 

  -Membuat Nota Dinas (bu Mahyati) 

  -Mengeprint Nota Dinas 

   

3 Kamis/ 25 Januari -Membuat softcopy Notulen Rapat Anggota Koperasi dan 

 2018 Akta Koperasi 

   

4 Jum’at/ 26 Januari -Mempelajari tata cara pendirian koperasi di Bekasi 

 2018 -Menscan Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi 

   

5 Senin/ 29 januari -Membuat Nota Dinas (bu Mahyati) 

 2018 -Mengeprint Nota Dinas 
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6 Selasa/ 30 januari -Menginput  hasil  Laporan  Keuangan  Koperasi-koperasi  di 

 2018 wilayah kota Bekasi 

   

7 Rabu/ 31 Januari Membuat KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN 

 2018 KSP DAN USP KOPERASI dalam bentuk soft copy 

   

8 Kamis/ 1 Februari Melanjutkan KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN 

 2018 KSP DAN USP KOPERASI 

   

9 Jum’at/ 2 Februari -Memprint out Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan 

 2018 USP Koperasi 

  -Mengirimkan formulir pengajuan NIK 

   

10 Senin/ 5 Februari -Membuat desain Backdrop acara Bazar 

 2018 -Membuat desain spanduk Acara HUT Kotabekasi 21 

   

11 Rabu/ 7 Februari -Membuat format Rencana Kerja Koperasi 

 2018  

   

12 Kamis/ 8 Februari -Menginput hasil laporan keuangan Koperasi 

 2018  

   

13 Jum’at/ 9 Februari -Membuat desain brosur acara Bazar 

 2018 -Menginput hasil laporan keuangan Koperasi 

   

14 Senin/ 12 Februari -Membuat kusioner online menggunakan google form untuk 

 2018 survey Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 

   

15 Selasa/ 13 -Membuat desain spanduk acara Bazar 

 Februari 2018  

   

16 Rabu/ 14 Februari -Menulis surat balasan dari Dinas Koperasi dan UKM yang 

 2018 ditujukan kepada Kementerian Koperasi 
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17 Kamis/ 15 -Menginput data keuangan Koperasi Konvensional untuk 

 Februari 2018 LPDB 

   

18 Senin/ 19 Februari -Menginput data keuangan Koperasi Konvensional untuk 

 2018 LPDB 

   

19 Selasa/ 20 -Menginput data keuangan Koperasi Konvensional untuk 

 Februari 2018 LPDB 

   

20 Rabu/21 Februari -Mengumpulkan data untuk bahan penulisan laporan praktik 

 2018 kerja lapangan 
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LAMPIRAN 2 
 

 

Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan Universitas Negeri Jakarta  
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LAMPIRAN 3 
 

 

Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

 

Bekasi  
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LAMPIRAN 4 
 

 

Daftar hadir Praktik Kerja Lapangan  
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LAMPIRAN 5 
 

 

Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan  
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LAMPIRAN 6 
 

 

Dokumentasi Kegiatan 

  
 


